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Abstrak

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 36 Tahun 2014) mengelompokan tenaga kesehatan menjadi tenaga medis dan  tenaga keperawatan. Tenaga medis menurut terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, sedangkan tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat. Dapat disimpulkan bahwa perawat dalam dunia kesehatan bukan sebagai tenaga medis, namun dalam praktiknya tidak jarang tenaga keperawatan melakukan tindakan medis. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diatur dalam UU Nomor  36 Tahun 2014 dan Apa akibat hukum jika tenaga keperawatan melakukan tindakan medis operasi pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan  pendekatan konsep dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Hasil yang didapat adalah tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis operasi pasien, sebagaimana ketentuan Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Pelaku selaku tenaga kesehatan melakukan tindakan medis, pasca operasi pasien meninggal dunia, dikaitkan dengan dakwaan jaksa dalam dakwaan kesatu, pelaku melakukan tindakan memenuhi unsur Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 , dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan jika susunan secara subsidair, pelaku dinyatakan  bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 sebagai dakwaan subsidair, melanggar Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 sebagai dakwaan primer. Oleh karena itu terpidana mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi.
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Abstract

Article 11 paragraph (1) of Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers (hereinafter abbreviated to Law Number 36 Year 2014) classifies health workers into medical and nursing personnel. Medical personnel consist of doctors, dentists, specialist doctors, and specialist dentists, while nursing personnel consist of various types of nurses. It can be concluded that nurses in the world of health are not medical personnel, but in practice, it is not uncommon for nursing personnel to perform medical actions. The issues discussed were whether the indictment of the public prosecutor was following the actions of the defendant as stipulated in Law Number 36 of 2014 and what were the legal consequences if the nursing staff performed medical operations for the patient. The research method used is normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach with primary, secondary, and non-legal sources of legal materials. The method of collecting legal materials uses literature study with prescriptive analysis techniques. The results obtained are nursing staff who perform medical operations for patient operations, as stipulated in Article 86 of Law no. 36 of 2014 the defendant is free from all lawsuits. The perpetrator as a health worker takes medical action, after surgery the patient dies, is linked to the prosecutor's indictment in the first indictment, the perpetrator commits the action to comply with the elements of Article 84 of Law no. 36 of 2014, the public prosecutor's indictment in the indictment if the composition is subsidiary, the perpetrator is found guilty of committing an act of violating Article 86 of Law No. 36 of 2014 as the subsidies charge, violates Article 84 of Law no. 36 of 2014 as the primary indictment. Therefore, the convict has the right to file a legal remedy in the form of an appeal or cassation.
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PENDAHULUAN
Profesi seorang keperawatan dalam dunia kesehatan merupakan suatu profesi yang sangat dekat dengan pasien, mulai dari pasien masuk sampai dengan pulang akan terus berinteraksi dengan pewat. Seorang perawat memiliki kompetensi untuk melakukan pengasuhan keperawatan professional kepada seorang pasien, bukan untuk melakukan tindakan medis. Apabila seorang perawat  melakukan tindakan medis hal tersebut merupakan kerjasama antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/X/2001 tentang Regristrasi dan Praktik Perawat Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa pelayanan tindakan mendik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter. Hal ini telah jelas bahwa melakukan tindakan medis hanya dilegalkan dilakukan oleh seorang dokter bukan perawat. Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis tersebut, maka dokter dapat meminta bantuan perawat dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan  yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut (Stikesypib 2019). 
Pada kasus perawat bukan tenaga medis melakukan tindakan medis berujung fatal karena pasien meninggal dunia sebagaimana dilakukan oleh JUMRAINI A.Md, Kep Binti FUAD AGUS salah seorang perawat di RSUD MR Kotabumi di Jalan Sudirman No. 2 Kab. Lampung Utara. Terdakwa sebagai seorang tenaga keperawatan mempunyai izin praktik untuk melakukan keperawatan, pada tanggal 19 Desember 2018, Alex Sandra datang menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Peraduan Waras, Kec. Abung Timur, Kab. Lampung Utara untuk mengecek bisul yang berada di telapak kaki. Sesampainya dirumah Terdakwa, Korban langsung diperiksa dengan menggunakan air hangat dan alat-alat seperti gunting kecil, gunting besar, pisau kecil, sarung tangan, alcohol dan suntikan yang masih dibungkus. terdakwa menyuntikkan jarum berisi cairan obat ke telapak kaki korban dan melakukan pembedahan dengan menggunakan pisau stainless kecil. Setelah terbuka, bisul tersebut dipencet dan ditekan hingga mengeluarkan banyak darah dan nanah. Setelah dibersihkan, Terdakwa mengikat telapak kaki korban dengan menggunakan kain kasa. Saat korban akan pulang kemudian terdakwa memberikan botol alcohol, kain kasa dan 2 bungkus obat. Setelah sampai dirumah, korban makan dan meminum obat dan tidur. Pada pukul 22.00 WIB, korban mengeluh sakit kepala, badan panas dan sakit pada bagian kakinya (Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Kbu n.d.). 

Pada tanggal 20 Desember 2018, korban mengeluh sakit kepala dan sakit pada kaki sampai tidak sadarkan diri. Pada tanggal 21 Desember 2018, korban tersadar dan meminta untuk diobatin kepada Ibu korban. Ibu korban membawa korban ke puskesmas untuk mengecek keadaan korban. Saat berada di puskesmas, perawat puskesmas menolak memeriksa dengan alasan korban telah ditangani oleh terdakwa. Ibu korban membawa korban menuju RSUD MR Kotabumi, setelah sampai lalu dilakukan penanganan medis. Pada pukul 16.00 WIB, korban meninggal dunia di RSUD MR. Menurut keterangan Ahli bahwa terdapat prosedur dalam melakukan pembadahan atau bedah terhadap pasien salah satunya yaitu dengan melakukan diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Namun terdakwa saat melakukan pembedahan terhadap korban tidak melakukan hal tersebut. Terdakwa yang berprofesi sebagai perawat tidak menggunakan tingkat kepandaiannya dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, karena diketahui bahwa saat  terdakwa melakukan pembedahan bisul, kondisi korban terlihat pucat, lemah dan suhu badan tinggi. Akibat perbuatan terdakwa melakukan tindakan medis mengakibatkan korban meninggal dunia yang disebabkan Sepsis berdasarkan Resume Rekam Medis dari RSUD MR Kotabumi, Lampung Utara (Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Kbu n.d.). 
Sepsis merupakan komplikasi berbahaya akibat infeksi, dapat menimbulkan tekanan darah turun drastis serta kerusakan pada banyak organ, yang dapat menimbulkan kematian (Bayuardi 2019). Meninggalnya Alex Sandra setelah ditangani secara medis oleh terdakwa sebagai seorang perawat, menurut Pasal 32 ayat (1) tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 36 Tahun 2014)  menjalankan tugas keperawatan berdasarkan pelimpahan wewenang, namun terdakwa melakukan tindakan medis terhadap korban  tidak  didasarkan  atas pelimpahan wewenang yang berakibat pasien setelah dioperasi meninggal dunia. Berdasarkan Resume Rekam Medis dari RSUD MR Kotabumi, Lampung Utara bahwa :

“pasien terkena sepsis yaitu komplikasi berbahaya akibat infeksi, dapat menimbulkan tekanan darah turun drastis serta kerusakan pada banyak organ, yang dapat menimbulkan kematian, bisa terjadi karena bakteri yang masuk pada luka dalam kondisi terbuka (luka berlubang), alat pembedahan luka yang tidak steril (bersih).” (Prasetyo 2018).
Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dakwaan kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 109/Pid.Sus/2019/ PN Kbu :
1) “Menyatakan JUMRAINI A.Md, Kep Binti FUAD AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 86 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.”
Berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa meninggalnya pasien atas nama Alex Sandra tidak sepenuhnya diakibatkan oleh tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa, dapat dirumuskan masalah yaitu : Apakah dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Apa akibat hukumnya jika tenaga keperawatan melakukan tindakan medis operasi pasien?
METODE 
Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan tersebut, maka Penelitian   normatif  suatu  prosedur   penelitian   ilmiah    untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim 2005). Penelitian hukum normatif meletakkan hokum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai Asas -asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Achmad 2010). Penelitian ini menganalisis Kasus pidana yang dilakukan oleh perawat yang mengoperasi pasien sehingga menyebabkan kematian dalam putusan no. 109/Pid.Sus/2019/PN Kbu sebagai bahan acuan dalam permasalahan hukum tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan malpraktek, yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan sebagai dasar hukumnya.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (StatuteApproach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approoach). Pendekatan Perundang–undangan (StatuteApproach) dilakukan dengan menelaah undang-undang atau peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum terkait, kemudian hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumen untuk memecahkan isu permasalahan yang sedang dihadapi (Marzuki 2005). Peraturan Perundangan-undangan yang digunakan :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
7. Permenkes Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
8. Permenkes Nomor 48 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
9. Putusan Pengadilan Negeri nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Kbu.
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki 2005). Pendekatan konseptual ini digunakan apabila dalam aturan hokum yang dijadikan acuan tidak ditemukan pengertian yang dicari (Marzuki 2005). Dengan mempelajari pandangan-pandangan  dan   doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang akan diselesaikan (Achmad 2010). Konsep yang dicari penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep Tenaga Kesehatan.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, penelitian ini memerlukan data sekunder yaitu suatu data yang didapat dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. penelitian diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum  yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001).
Teknik analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji hasil pengolahan bahan yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode analisa preskriptif dalam menganalisa bahan hokum yang telah didapat. Penggunaan metode analisa preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui benar atau salahnya isu hukum yang sedang diteliti yakni akibat hukum tenaga keperawatan melakukan tindakan medis operasi pasien yang meninggal dunia.
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian dakwaan penuntut umum dengan ketentuan Uundang-Undang Nomor  36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
Dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 84 UU Nomor  36 Tahun 2014 dan dakwaan kedua melanggar Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014. Dakwaan  Primer-Subsidair adalah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan (Dian Ayu Victoria Septiana 2016). Artinya pasal-pasal yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu. 
Hasil pemeriksaan di persidangan dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014, yang berarti tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, mengatur bahwa : “Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Artinya merupakan  larangan bagi tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki izin, larangan tersebut disertai dengan suatu sanksi pidana sebagai pelaku tindak pidana. 
Pada kasus tenaga kesehatan (perawat) yang melakukan tindak pidana yakni karena kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 adalah terdakwa Jumraini sehingga unsur pelaku tindak pidana terpenuhi. Tindak pidana menurut Moeljatno  sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan, pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan (Moeljatno 2011). Melakukan perbuatan menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan (keperawatan) tanpa izin sebagai perbuatan yang dilarang dan oleh jaksa penuntut umum didakwa dan diputus oleh hakim pengadilan negeri  disertai dengan sanksi pidana, yang berarti pelaku dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sehingga unsur tindak pidana telah terpenuhi.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan terdakwa sebagai tenaga keperawatan yang melakukan operasi pada kaki Alex Sandra yang karena kelalaiannya mengakibatkan pasien meninggal dunia, tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun karena kelalaian berat mengakibatkan kematian. Jaksa Penuntut Umum menyusun  dakwaan daam bentuk primer subsidair karena Jaksa Penuntut Umum merasa belum yakin apakah Terdakwa melanggar Pasal 84 atau Pasal 86 UU Kesehatan. 
Namun demikian, Jaksa Penunutut Umum merasa Pasal 84 lebih mendekati kebenaran dengan perbuatan Terdakwa, maka pasal 84 diletakkan sebagai dakwaan   primer (kesatu) dan Pasal 86 didakwakan sebagai yang subsidair (kedua). Maksud dakwaan primer dan subsiadair adalah Hakim diharapkan memeriksa dakwaan primer terlebih dahulu dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka baru dakwaan subsidair yang dibuktikan.

Uraian di atas terkait dengan permasalahan apakah dakwaan penuntut umum sudah sesuai menerapkan pasal dalam Surat dakwaannya, maka dengan ketentuan Pasal 84 UU Nomor  36 Tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa dalam dakwaan secara primer subsudair sudah tepat, karena Jaksa Penunutut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih dekat dengan Pasal 84 daripada Pasal 86, sehingga dakwaan primer subsidair lebih cocok untuk diterapkan dalam kasus ini. Sedangkan, Pasal 86 didakwakan secara subsidair hanya untuk mengantisipasi agar Terdakwa tidak lolos dari tindak pidana yang dilakukannya. Namun, Hakim salah dalam Menentukan kesalahan atau delik, karena keseluruhan unsur dari Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 tahun 2014 telah terpenuhi dan ancaman pidananya lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014.
Tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 109/Pid.Sus/2019/ PN Kbu, yang menyatakan JUMRAINI A.Md, Kep Binti FUAD AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :
“Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 86 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan”.

Sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum. Perlu dilakukan pembuktian di persidangan, sebagai berikut, bahwa ketentuan Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 merupakan suatu larangan bagi tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki izin, larangan tersebut disertai dengan suatu sanksi pidana sebagai pelaku tindak pidana. Pada kasus tenaga kesehatan (perawat), terdakwa yang melakukan operasi pada kliennya telah mempunyai ijin praktek, hanya saja dalam mengoperasi ia tidak mempunyai surat pelimpahan pelaksanaan operasi dari dokter yg berwenang melakukan operasi, sehingga unsur pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 86 UU Kesehatan tidak terpenuhi.
Melakukan perbuatan menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan (keperawatan) tanpa izin sebagai perbuatan yang dilarang dan oleh jaksa penuntut umum didakwa dan diputus oleh hakim pengadilan negeri  disertai dengan sanksi pidana, yang berarti pelaku dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sehingga unsur tindak pidana telah terpenuhi. Terdakwa dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014, jika keseluruhan unsur-unsurnya terpenuhi, unsur-unsur tersebut diri atas:
1) Setiap Tenaga kesehatan, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2014 adalah :

“setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. 
Setiap tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagai unsut subyek adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku (Wiyanto and Moeljatno 2012). Tenaga kesehatan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 dikelompokan ke dalam beberapa tenaga kesehatan, disesuaikan dengan kasus yang di bahas, diantaranya adalah tenaga medis dan tenaga keperawatan. Berikut merupakan ketentuan peraturan perundnag-undangan yang mengatur tentang tenaga medis dan tenaga keperawatan :
a. Tenaga kesehatan termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Dokter dan dokter gigi sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No. 29 Tahun 2004 adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter disyaratkan lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil kedokteran Indonesia, untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 dan Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana Pasal 27 UU No. 29 Tahun 2004.
b. Tenaga kesehatan termasuk tenaga keperawatan. Pasal 1 angka 1 UU No. 38 Tahun 2014 mengartikan keperawatan adalah :

“kegiatan pemberian asuhan kepada individu,keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat”. 
Hal ini berarti bahwa tugas keperawatan satu di antaranya adalah pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 38 Tahun 2014. pengertian asuhan keperawatan menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 38 Tahun 2014 adalah :

“rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya”. 
Tenaga keperawatan dipersyaratkan berpendidikan tinggi keperawatan terdiri atas pendidikan vokasi merupakan program diploma Keperawatan. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling rendah adalah program Diploma Tiga Keperawatan. Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana Keperawatan; magister Keperawatan; dan doktor Keperawatan. Pendidikan profesi terdiriatas program profesi Keperawatan; dan program spesialis Keperawatan sebagaimana Pasal 5, 6, 7 dan 8 UU No. 38 Tahun 2014. Dikaitkan dengan Terdakwa sebagai tenaga keperawatan, sebagai tenaga non medis, sehingga pertimbangan hakim yang memutus terdawa sebagai tenaga kesehatan telah telah tepat dan menehuni unsur tenaga kesehatan.
2) Unsur “menjalankan praktik tanpa memiliki izin”, terbagi menjadi dua bagian yakni: 1) menjalankan praktik, dan 2) tanpa izin :
1. 
Menjalankan praktik 
a. Tenaga kesehatan dari kelompok tenaga medis dalam hal ini dokter, sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 29 Tahun 2004, bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, yang berarti terdapathubungan hukum antara dokter dengan pesien terkait pelayanan kesehatan. Hubungan hukum yakni :

“Hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain” (Soeroso 2006). 
Hubungan hukum terjadi antara dokter sebagai tenaga medis dengan pasien, menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 29 Tahun 2004, adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien didasarkan atas persetujuan tindakan medis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Permenkes No. 290/Menkes/Per/ III/2008). Tujuan dibentuknya Permenkes No.  290/ Menkes/ Per/III/2008 dapat dilihat pada Konsideran bagian menimbang, “Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004, perlu mengatur kembali Persetujuan Tindakan Medik dengan Peraturan Menteri Kesehatan”. Dengan demikian bagi dokter dalam menjalankan tugas profesinya harus menggunakan pedoman Permenkes No.  290/ Menkes/Per/III/2008 sebagai dasar hukum. Persetujuan tindakan kedokteran yang dikenal oleh terdakwa dengan sebutan Informed Consent menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes No. 290/Menkes/ Per/ III/2008 adalah sebagai berikut : 
“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadappasien”. 
Hal ini berarti bahwa setiap tindakan medis harus memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya, dan persetujuan itu diberikan setelah pasien memperoleh penjelasan hasil diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Tindakan kedokteran yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 1 angka 3 Permenkes No. 290/ Menkes/ Per/III/2008 “adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadappasien”. Diagnostik atau terapeutik maksudnya adalah “pelayanan medis atau penyembuhan” (Komalawati 1997). 
Menurut Bahder Johan Nasution berpendapat Bahwa Informed Consent merupakan :

“Suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi” (Nasution 2005). 
Hal ini berarti bahwa jika seorang pasien datang ke tempat praktik dokter, selama dokter belum melakukan diagnosa dan dokter belum memberikan informasi dari hasil diagnosa kepada pasien atau walinya, maka belum terjadi suatu persetujuan tindakan medik atau Informed Consent. Mengenai Informed Consent menjadi perhatian khusus, karena persetujuan pasien setelah informasi dalam kesehatan merupakan hal yang penting. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien obyeknya berupa upaya kesehatan menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
b. Tenaga kesehatan dari kelompok keperawatan. Praktik Keperawatan menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2014 adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Praktik keperatawan terkait pelayanan dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 38 Tahun 2014 adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Terjadi hubungan hukum antara perawat dengan klien, menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 38 Tahun 2014 mendefinisikan klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan. Hubungan hukum antara tenaga keperawatan dengan klien yang dijadikan obyek adalah asuhan keperawatan. Tenaga keperawatan dalam menjalankan praktik keperawatan didasarkan atas SIPP, pengertian SIPP menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 38 Tahun 2014 adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan. SIPP diberikan sebagai bukti pemberian kewenangan tenaga keperawatan untuk menjalankan praktik keperawatan.
2. Tanpa izin, maksudnya menjalankan pelayanan kesehatan tidak memiliki izin. Izin adalah : “Persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan undang-undang (M.Hadjon 1991).” 
Izin (vergunning) adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin terdakwa dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Jamhir 2018). Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalia yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (M.Hadjon 1991). Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Jamhir 2018). Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan baru diperkenankan jika telah mendapatkan izin, yang berarti sebagai tenaga kesehatan oleh peraturan perundang-undangan dilarang melakukan praktik upaya kesehatan, namun larangan tersebut tidaklah mutlak, yakni ada batasannya dengan pemberian izin praktik pelayanan kesehatan. Izin praktik tenaga kesehatan dalam bentuk pendaftaran atau rekomendasi sertifikasi.
Izin terkait dengan kewenangan tenaga kesehatan. Kewenangan pada umumnya diartikan sebagai kekuasaan, merupakan “Kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik (Sidik 2013).” 
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum (Marbun 1997). Dikaitkan dengan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek upaya kesehatan, antara tenaga medis atau dokter dengan tenaga non medis dalam hal ini tenaga keperawatan.
Wewenang menurut Philipus M. Hadjon bahwa kewenangan bersumber pada 3 (tiga) hal, yakni (M.Hadjon 1991):
1) “atribusi, 
2) delegasi, dan 
3) mandat.” 
Namun dalam hal kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh melalui dua cara yaitu melalui: 
1) atribusi adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersumber langsung dari undang-undang secara materiil yang artinya secara nyata wewenang tersebut melekat pada jabatannya. Kewenangan tenaga kesehatan yang dikelompokan dalam tenaga medis didasarkan atas UU No. 29 Tahun 2004, sedangkan kewenangan tenaga keperawatan dari kelompok tenaga non media keperawatan didasarkan atas UU No. 38 Tahun 2014, sehingga masing-masing kewenangan tersebut didasarkan kewenangan aribusi yakni kewenangan didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

2)
Delegasi, adalah pelimpahan wewenang. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pihak yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegan dan yang menerima pelimpahan wewenang disebut delegatoris (M. Hadjon 1997).
3) Mandat adalah hubungan kerja intern antara penguasa dengan pegawainya, dalam hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan atas nama si penguasa (M. Hadjon 1997). Mandat merupakan suatu pelimpahan kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu adanya ketentuan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal yang rutin dalam hubungan internal-hierarkis organisasi pemerintahan(M. Hadjon 1997).

Terkait perawat dalam menjalankan profesi keperawatan atas dasar pelimpahan dijumpai dalam Pasal 32 UU No. 38 Tahun 2014, bahwa pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya, dapat dilakukan secara delegatif atau mandat, secara delegatif untuk melakukan sesuatutindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. 
Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat berada pada pemberipelimpahan wewenang. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, perawat berwenang melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah.
Dikaitkan dengan kasus terdakwa sebagai tenaga kesehatan dikelompokan sebagai tenaga keperawatan, memiliki SIPP sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau kota kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan sebagaimana Pasal 1 angka 11 UU No. 38 Tahun 2014, praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk asuhan Keperawatan sebagaimana Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2014. Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, yang apabila dihubungkan dengan locus delicti, maka dimaksud izin praktik ialah Izin Praktik Mandiri, bukan izin praktik sebagaimana tenaga medis (dokter).
Berdasarkan dengan Permenkes Nomor 48 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat daruratan Pasal 1 yaitu Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 35 UU RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dihubungkan dengan kondisi korban Alex Sandra ketika datang kepada Terdakwa tidaklah masuk dalam kategori darurat.

Tenaga keperawatan dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas di antaranya pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf e jo Pasal 32 UU No. 38 Tahun 2014. terdakwa selaku sebagai tenaga keperawatan melakukan tindakan medis terhadap Alex Sandra, tentunya tidak memiliki standar profesi sebagai seorang dokter sebagaimana Pasal 55 UU No. 29 Tahun 2004, tidak mempunyai hubungan hukum dengan pasien berdasarkan persetujuan tindakan medis sebagaimana Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008, apabila kenyataannya pertimbangan hakim dalam Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya No. 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu), menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 86 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, karena unsur menjalankan praktik tanpa memiliki izin, tidak terpenuhi.

Tenaga keperawatan menjalankan tindakan medis atas dasar pelimbahan wewenang  baik secara delegatif  yakni penyerahan wewenang atau mandat yakni memperoleh kewenangan atas nama pelimpah, secara tertulis dari tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan   sesuatu   tindakan   medis   dan   melakukan  evaluasi pelaksanaannya sebagaimana Pasal 32 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2014. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan tindakan terdakwa selaku sebagai tenaga keperawatan melakukan tindakan medis berupa operasi bisul pada kaki Alex Sandra, yang berakibat korban meninggal dunia, berdasarkan Resume Rekam Medis dari RSUD MR Kotabumi, Lampung Utara. Hal meninggalnya korban disebabkan oleh sepsis adalah komplikasi berbahaya akibat infeksi, dapat menimbulkan tekanan darah turun drastis serta kerusakan pada banyak organ, yang dapat menimbulkan kematian, tindakan terdakwa tersebut bukan disebabkan karena terdakwa tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014, melainkan terdakwa sebagai tenaga kesehatan (non medis) atau disebut tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan mengakibatkan kematian.

2. Akibat hukum jika tenaga keperawatan melakukan tindakan medis operasi pasien
Akibat hukum jika tenaga keperawatan melakukan tindakan operasi pasien dapat dijelaskan bahwa operasi merupakan salah satu tindakan medis yang hanya dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian didasarkan standar profesi dalam hal ini dokter. Dokter dalam menjalankan profesinya dapat melimpahkan kewenangannya kepada perawat yang harus dibuat secara tertulis. Terdakwa sebagai tenaga keperawatan melakukan tindakan medis berupa operasi pada pasien, tindakan medis yang dilakukan tersebut tanpa adanya surat pelimpahan kewenangan dari dokter, tindakan tersebut adalah melampaui batas kewenangan terdakwa sebagai tenaga keperawatan melanggar ketentuan Pasal 29 jo Pasal 32 UU No. 38 Tahun 2014. 
Terhadap tindakan terdakwa sebagai seorang perawat yang melakukan kesalahan dan ada indifikasi pidana, yakni karena kelalaiannya dan tidak adanya kewenangan melakukan tindakan media mengakibatkan matinya pasien, UU No. 38 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap tenaga keperawatan. Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 UU No. 38 Tahun 2014, wewenangnya hanya terkait dengan melakukan pengkajian Keperawatan secara holistic, menetapkan diagnosis Keperawatan, merencanakan tindakan Keperawatan, melaksanakan tindakan Keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan, melakukan rujukan, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, dan melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. 
Kewenangan tenaga keperawatan adalah berkolaborasi dengan dokter, maksudnya kerjasama antara dokter dengan tenaga keperawatan. Kerjasama antara dokter selaku tenaga medis dengan tenaga keperawatan merujuk pada ketentuan Pasal 32 jo Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 38 Tahun 2014 yakni dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, hal ini berarti bahwa jika terdakwa melakukan tindakan medis berupa operasi pasien terhadap korban atas kehendaknya sendiri sebagai tenaga keperawatan, tindakan terdakwa tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 35 UU No. 29 Tahun 2004 jo Pasal 29 ayat (1) huruf e dan Pasal 32 UU No. 38 Tahun 2014.
Terhadap tindakan terdakwa sebagai perawat yang melakukan kesalahan dan ada indifikasi pidana, yakni karena kelalaiannya dan tidak adanya kewenangan melakukan tindakan media mengakibatkan matinya pasien, UU No. 38 Tahjun 2014 tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap tenaga keperawatan. Oleh karena, aturan yang khusus tidak mengaturnya, maka sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap terdakwa sebagai seorang tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis berupa melakukan operasi terhadap pasien dapat dipidana melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas terkait dengan akibat hukum jika tenaga keperawatan melakukan tindakan operasi pasien, dapat dijelaskan bahwa tindakan tenaga keperawatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 32 UU No. 38 Tahun 2014, dengan tegas bahwa tenaga keperawatan menjalankan tindakan medis atas dasar pelimpahan wewenang,  hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Terdakwa sebagai tenaga keperawatan (tenaga kesehatan non medis) melakukan tindakan medis, padahal tidak mempunyai kewenangan atau tidak didasarkan pelimpahan wewenang melakukan tindak medis oleh dokter, dapat dikatakan sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangannya. Terdakwa sebagai tenaga keperawatan (non medis) yang tidak mempunyai wewenang melakukan tindakan medis, yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat sebagaimana Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum. 
Akibat hukum jika terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan operasi pasien, dan jaksa penuntut umum mendakwa, menuntut dan hakim pengadilan negeri dalam putusannya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan tersebut adalah tidak tepat, karena unsur Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 tidak terpenuhi. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas. Hal ini berarti bahwa akibat hukum jika tenaga keperawatan melakukan tindakan operasi pasien didakwa dan diputus telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 adalah tidak tepat dan seharusnya dikenakan Pasal 84 UU No. 36 tahun 2014 sesuai dengan yang didakwakan penuntut umum, karena memenuhi unsur yang didakwakan dan dituntut.
Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Jaksa pada surat dakwaan mendakwa dalam dakwaan  kesatu pelaku melanggar Pasal 84 UU No. 36 tahun 2014 dan dakwaan kedua pelaku melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014, tetapi hakim memutuskan  terdakwa melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014,. Maka hal ini tidak sesuai dengan pembuktian yang ada di persidangan , karena Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 menghendaki adanya unsur “tidak mempunyai izin  praktik”, padahal dalam pembuktian terdakwa mempunyai izin (praktik keperawatan), bukan izin praktek kedokteran (tenaga medis). Apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur Pasal 86 UU No. 36 tahun 2014, yaitu apa yang dilakukan tidak berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter sebagai tenaga kesehatan yang berwenang melakukan operasi
Pelaku selaku tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis (operasi terhadap pasien) sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia pasca operasi, apabila dikaitkan dengan dakwaan jaksa dalam dakwaan kesatu, tindakan pelaku memenuhi unsur Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014. Dakwaan jaksa penuntut umum apabila disusunan secara subsidair, maka dakwaan dinyatakan salah karena pelaku telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 sebagai dakwaan subsidair, yang seharusnya melanggar Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 sebagai dakwaan primer
Putusan hakim pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2004, padahal dalam pertimbangan hukum bahwa fakta hukum di persidangan pada taraf pembuktian terdakwa mempunyai izin, maka putusan hakim tersebut perlu diuji atau diperiksa kembali dengan tujuan untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk tujuan mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan professional (Adi Nugroho 2003). Putusan dengan pertimbangan tersebut yang dikenal dengan eksaminasi, 
PENUTUP
Simpulan
1. Dakwaan penuntut umum pada dakwaan kesatu Pasal 84 UU NO. 36 Tahun 2014 dan dakwaan kedua Pasal 86 UU NO. 36 Tahun 2014 sudah benar, tetapi hakim memutuskan terhadap terdakwa melanggar Pasal 86 UU NO.36 Tahun 2014.  Hal ini tidak sesuai dengan pembuktian yang ada dipersidangan karena Pasal 86,dikarenakan terdapat unsur tidak memiliki izin praktik padahal dalam pembuktian terdakwa mempunyai izin Praktik, hanya saja apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur Pasal 84, yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter sebagai tenaga medis yang berwenang untuk melakukan operasi. Jadi kesimpulannya jaksa penuntut umum dinyatakan bersalah melanggar Pasal 84 bukan Pasal 86 karena lebih memenuhi unsurnya pada Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014.
2. Akibat hukumnya jika jaksa penuntut umum selaku tenaga keperawatan melakukan tindakan medis operasi pasien, tanpa izin sebagaimana izin praktik kedokteran  melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Pelaku selaku tenaga kesehatan melakukan tindakan medis (operasi terhadap pasien), pasca operasi pasien meninggal dunia, dikaitkan dengan dakwaan jaksa dalam dakwaan kesatu, pelaku melakukan tindakan memenuhi unsur Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 , dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan jika susunan secara subsidair, jaksa penuntut umum dinyatakan  bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 sebagai dakwaan subsidair, sebenarnya melanggar Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 sebagai dakwaan primer. Oleh karena itu, terpidana mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi. Akan tetapi jika hak tersebut tidak dipergunakan oleh terpidana, maka putusan tersebut menjadi putusan yang tetap dan dapat segera dieksekusi.

Saran
1. Untuk penegak hukum yang terlibat dalam kasus putusan No. No.109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu di persidangan, pelaku terbukti mempunyai izin sebagai tenaga kesehatan, oleh karena itu seharusnya hakim dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 kepada terdakwa, melainkan melanggar ketentuan Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 selain sanksinya lebih berat dan keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. Hakim seharusnya lebih memahami perkara pidana yang sedang diperiksa dan cermat dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, karena bukti yang ditemukan dalam persidangan akan menjadi dasar penjatuhan hukuman.
2. Untuk tenaga kesehatan yang mengakami kasus serupa, hendaknya jika terjadi kasus yang sama, terdakwa mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, karena jelas unsur Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 tidak terpenuhi. Hendaknya terdakwa didampingi penasehat hukum, sehingga terdakwa memahami hak-haknya dan mau mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan hak-haknya.
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